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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG

BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT |

TAHUN 1983/1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa dalam rangka meningkatkan Kkesedlarasan antara
pembangunan sektoral dan regional di daerah, penyebaran dan
pemerataan  hasil-hasil  pembangunan, keserasian lgu
pertumbuhan antar daerah, dan peningkatan partisipasi daerah
daam pelaksanaan pembangunan  perlu  melaksanakan
pembangunan dalam masing-masing Daerah Tingkat | ;

bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan
Daerah Tingkat | daam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 1983/1984 ;

bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf
b di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden
tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat |.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan
Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat | Timor
Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3084) ;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3249) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;

8. Peraturan Pemerintah ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pe-
merintahan Propins Daerah Tingkat | Timor Timur dan
Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat 1l di Timor Timur
(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3088) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Organisasi Departemen ;

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan
Organisasi Departemen sebagaimana yang telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun
1983;

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana
Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA I1I) Tahun
1979/1980 - 1983/1984 ;

Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pe-
laksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo.
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pe-
nyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang
Pembentukan Kabinet Pembangunan IV ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Menteri Dalam Negeri ;

Menteri Keuangan ;

Menteri Pekerjaan Umum ;

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Melaksanakan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat | Tahun
Anggaran 1983/1984 dengan menggunakan Ketentuan-ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini
sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Padatanggal 7 Megj 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1983

TANGGAL 7 Mei 1983

PEDOVAN PELAKSANAAN
BANTUAN PENMBANGUNAN DAERAH TI NGKAT |
TAHUN 1983/ 1984

BAB |
UMJUM

Pasal 1

Yang di maksud dengan Bantuan Penbangunan Daerah Tingkat |
adal ah bantuan | angsung atas beban Anggaran Pendapatan dan
Bel anja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 kepada Daerah Ti ng-

kat

unt uk penmbangunan proyek-proyek dal am |ingkungan Dae-

rah Tingkat 1I.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 2

Bantuan sebagai mana di maksud dalam Pasal 1 Pedoman
Pel aksanaan I ni bert uj uan unt uk meni ngkat kan
kesel arasan penmbangunan sekt or al dan r egi onal
mer at akan hasi | - hasi | penbangunan, meni ngkat kan
keser asi an l aj u pert unbuhan ant ar daer ah dan
meni ngkat kan parti si pasi daerah dal am penbangunan.

Bant uan Penbangunan Daerah Tingkat | terdiri atas :

a. Bantuan yang ditetapkan penggunaannya untuk penba-
ngunan proyek-proyek tertentu ;

b. Bantuan yang di arahkan penggunaannya untuk berbaga
kegi at an penbangunan.

Pasal 3

Menteri Dal am Negeri bertanggung jawab atas penbi naan
umum pel aksanaan Bant uan Penbangunan Daerah Ti ngkat |I.

Ment eri Keuangan bertanggung jawab atas penyedi aan dan
penyal uran dana Bantuan Penbangunan Daerah Ti ngkat |I.

Ment eri Pekerjaan Unum bertanggung jawab atas penbi naan
tekni s penbangunan proyek-proyek yang nenperol eh dana
dari Bantuan Penbangunan Daerah Tingkat |, sesua
dengan bi dang tugasnya.

Menteri Negara Perencanaan Penbangunan Nasional/Ketua
Badan Perencanaan Penbangunan Nasi onal, bertanggung j a-
wab atas penbi naan umum perencanaan Bant uan Penbangunan
Daerah Tingkat | dalam rangka keserasiannya dengan
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program penbangunan Nasi onal .
BAB | |
BAB 1 |
JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 4

(1) Dal am Tahun Anggaran 1983/1984 di sedi akan bantuan sebe-
sar Rp. 253.000.000.000,- (dua ratus lim puluh tiga
m | yar rupiah).

(2) Bantuan tersebut terdiri atas :
a. Bantuan yang ditetapkan untuk :
I . penunjangan jalan dan jenbatan serta pengganti an
| enbat an ;
. per bai kan dan peni ngkatan irigasi;
iii. eksploitasi dan peneliharaan pengairan.

b. Bantuan yang di arahkan.

(3) Besarnya bantuan untuk masing-masing Daerah Tingkat |
sedi kit-di kitnya berjumiah Rp. 9.000.000.000,- (sem
bilan m|lyar rupiah).

(4) Jum ah bantuan bagi nmasing-masing Daerah Tingkat |
di tetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Urmum dan Menteri
Negara Perencanaan Penbangunan Nasional/Ketua Badan
Per encanaan Penmbangunan Nasi onal .

BAB |11
PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5
Penyedi aan Bantuan Penbangunan Daerah Tingkat | dilakukan

ol eh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disal urkan ke-
pada masi ng- masi ng. Guber nur Kepal a Daerah Ti ngkat 1.

Pasal 6

Bant uan Penbangunan Daerah Tingkat | secara kesel uruhan di-
masukkan dal am Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Ti ngkat | yang ber sangkut an.
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BAB IV ...
BAB |V
KEWAJI BAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERI NTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

@Quber nur Kepal a Daerah Ti ngkat | bertanggung jawab atas :

a. Per encanaan, pel aksanaan, pengawasan dan pel aporan
penggunaan Bant uan Penbangunan Daerah Ti ngkat | ;

b. Penbi naan dan keterti ban adm ni strasi.

Pasal 8
Penyedi aan Bantuan Penbangunan Daerah Tingkat | tidak
mengurangi  kewaji ban Penerintah Daerah Tingkat | untuk

senanti asa nmeni ngkat kan pendapatan asli Daerah sendiri.

BAB V
LAl N- LAI'N

Pasal 9

Hal - hal yang belum diatur dalam Pedoman Pel aksanaan in
diatur lebih lanjut secara bersama-sama mupun sendiri--
sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Urum
Ment eri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Penbangunan
Nasi onal / Ket ua Badan Perencanaan Penbangunan Nasi onal dengan
nenper hati kan peraturan perundang-undangan yang berl aku dan
dal am koor di nasi yang sebai k- bai knya.

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
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